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ABSTRAK :  - Bahwa terdapat kebutuhan mendesak berupa arahan Presiden Republik Indonesia 
untuk dilakukan hilirisasi sektor mineral dan batubara di dalam negeri dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif 
Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral 
Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 
No. 4916, PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 
2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 
1063),  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa denda administratif 
keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri dan 
jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam dalam negeri.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan diundangkan pada 
tanggal 10 Januari 2025. 

  - Lampiran hal 4-38 

 


